
 
BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR  42.A TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI  

TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI  

CORONA VIRUS DISEASE 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan 

etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan 

pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan 

pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten 

Kayong Utara, perlu memberikan insentif dan 

santunan kematian bagi tenaga kesehatan dalam 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian 

Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga 

Kesehatan dalam Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3273); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6236); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 



Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif 

dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang 

Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif 

dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang 

Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 

INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA 

KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA 

VIRUS DISEASE 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kayong Utara  

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.  

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I. 

6. Tenaga Kesehatan adalah adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 



7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga 

kesehatan di daerah yang menangani Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 

a. pedoman tata cara pemberian insentif dan/atau santunan kematian 

yang bersumber dari BOK Tambahan dan APBN; 

b. pedoman perhitungan pemberian insentif dan/atau santunan kematian 

yang bersumber dari BOK Tambahan dan APBN; dan 

c. pedoman pelaporan penggunaan insentif dan/atau santunan kematian 

yang bersumber dari BOK Tambahan dan APBN. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: 

a. kriteria fasilitas pelayanan kesehatan;  

b. pemberian insentif dan santunan kematian; 

c. pembinaan dan pengawasan; 

d. pembiayaan. 

 

BAB IV 

KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 4 

Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan Corona Virus 

Disease-19 meliputi : 

a. Rumah sakit Pemerintah Dearah; 

b. Pusat kesehatan masyarakat; dan 



c. Dinas kesehatan. 

 

BAB V 

PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

(1) Pemberian insentif dan santunan kematian dilakukan sampai dengan status 

Keadaan Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 

dicabut. 

(2) Insentif dan santunan kematian dapat diberikan pada: 

a. Dokter Umum, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya pada 

Dinas Kesehatan; 

b. Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan 

lainnya pada Puskesmas; dan/atau 

c. Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan Tenaga 

Kesehatan lainnya pada RSUD.  

 

Bagian Kedua 

Penerima Insentif 

 

Pasal 6 

Dokter Umum, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya pada Dinas 

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan 

insentif dengan kriteria : 

a. Tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus 

Corona Virus Disease 2019 di lapangan; 

b. Tenaga kesehatan yang melakukan edukasi dan pendistribusian Media 

Promosi Kesehatan di Daerah; 

c. Tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan arus barang dan orang di 

Daerah; 

d. Tenaga kesehatan yang melakukan penyediaan data manifest kedatangan 

orang di Daerah; 

e. Tenaga kesehatan yang melakukan penelusuran epidemiologi di Daerah; 



f. Tenaga kesehatan yang melaksanakan rapid test  dalam rangka pengamatan 

dan penelusuran kasus Corona Virus Disease 2019 di Daerah; 

g. Tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan terhadap pasien 

terkonfirmasi yang diisolasi di fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah; 

h. Tenaga kesehatan yang pemantauan kebutuhan ODP dan PDP di Daerah; 

dan/atau 

i. Tenaga kesehatan yang melakukan screening terhadap masyarakat yang 

berpotensi terjangkit. 

 

Pasal 7 

Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya pada 

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan 

insentif dengan kriteria: 

a. Tenaga kesehatan yang menangani pasien ODP Corona Virus Disease 2019 

diruang poli dan/atau rawat inap; 

b. Tenaga kesehatan yang melakukan edukasi dan konseling terhadap pasien 

yang melakukan karantina mandiri; 

c. Tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus 

Corona Virus Disease 2019 di lapangan; dan 

d. Tenaga kesehatan yang melakukan screening berupa Rapid Test dan Swab 

PCR. 

 

Pasal 8 

Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan Tenaga 

Kesehatan lainnya pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

huruf c, diberikan insentif dengan kriteria: 

a. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang Ruang isolasi 

Corona Virus Disease 2019; 

b. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang Ruang 

HCU/ICU/ICCU Corona Virus Disease 2019; 

c. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang Ruang IGD Triase. 

 

  



Bagian Ketiga 

Penerima Santunan Kematian 

 

Pasal 9 

Santunan kematian diberikan kepada ahli waris yang sah tenaga kesehatan 

yang meninggal dikarenakan terpapar Corona Virus Disease 2019 yang 

memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan 

 

Bagian Keempat 

Besaran Insentif dan Santunan Kematian 

 

Pasal 10 

(1) Besaran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pelayanan  kasus 

Corona Virus Disease 2019 di Rumah sakit Pemerintah Daerah setingi-

tingginya sebesar :  

a. Dokter spesialis Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan; 

b. Dokter umum dan dokter gigi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah)/bulan; 

c. Perawat dan bidan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah)/bulan; 

d. Tenaga Kesehatan lainnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan. 

(2) Besaran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pelayanan  kasus 

Corona Virus Disease 2019 di Dinas kesehatan dan Puskesmas  setinggi-

tingginya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan. 

(3) Besaran santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal 

dikarenakan terpapar Corona Virus Disease 2019 yang memberikan 

pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan 

ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

 

  



Bagian Kelima 

Mekanisme 

 

Pasal 11 

(1) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan melalui surat tugas Kepala Dinas Kesehatan, 

Kepala Puskesmas atau Direktur RSUD yang diterbitkan setiap bulan. 

(2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah pengamatan, edukasi, 

penelusuran dan penanganan kasus Corona Virus Disease 2019. 

 

Pasal 12 

(1) Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan diajukan oleh: 

a. Kepala Dinas untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf a. 

b. Pimpinan Puskesmas untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; 

c. Direktur RSUD untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf c. 

(2) Berkas pengajuan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pada 

ayat (1) di verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan oleh 

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang Kesehatan.  

 

Bagian Keenam 

Verifikasi dan Validasi 

 

Pasal 13 

(1) Tim Verifikasi dan Validasi melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan 

ketentuan dan format dalam Keputusan Menteri yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

(2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam berita acara sebagai dasar dalam penetapan jumlah 

insentif yang akan dibayarkan kepada tenaga kesehatan. 

 

  



BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 14 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian 

insentif dan/atau santunan kematian yang bersumber dari BOK Tambahan dan 

APBN. 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 14 

Pembiayaan terhadap segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya 

Peraturan Bupati ini dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembayaran santunan 

kematian; dan 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bantuan Operasional Kesehatan 

Tambahan untuk pembayaran insentif. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 15 

Insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona 

Virus Disease 2019 diberikan terhitung mulai bulat maret 2020 sampai dengan 

bulan desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

  



BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. 

 

 

 Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal    25 Agustus 2020  
 

BUPATI KAYONG UTARA, 
 

 
               TTD 
  

 
CITRA DUANI 

  

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 25 Agustus 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KAYONG UTARA, 

 
                  TTD  

                  
 

HILARIA YUSNANI 

 

 

 
 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 45. A 

 


